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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 41 TAHUN 2003
TENTANG
PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN
UMUM (PERUM), DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang:

bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dadam Kabinet Gotong Royong dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan
efisens Perusshean Persroan (PERSERO), Perusthaan Umum  (PERUM) dan
Perusshaan Jawatan (PERJAN), telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 64
Tahun 2001 tentang Pengdihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusshaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM)
dan Perusshaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negarg;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, dipandang perlu untuk melakukan penegasan kembdi ketentuan pelimpahan
kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusshaan Perseroan
(PERSERO), Perusshaan Umum (PERUM) dan Perusshaan Jawatan (PERJAN)
kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1.

2.

Pasal 5 ayat (2) dan Pasa 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4297);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1998 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);

Peraturan Pemerinteh Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusshaan Umun (PERUM)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3732);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3928);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri
Keuangan Pada Perusshaan Perseroan (Persero), Perusshaan Umum  (Perum) Dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasd 1
Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan
pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara.

Pasa 2

Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara sebagamana dimaksud ddam Pasd 1 addah yang

mewakili Pemerintah sdlaku:

a. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur
ddam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusshaan Perseroan
(PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sshamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia

b. Wakil Pemerintah pada Perusshaan Umum (PERUM) sebagamana diatur dadam
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusshaan Umum (PERUM);
dan

c. Pembina Keuangan pada Perusshaan Jawatan (PERJAN) sebagamana diatur ddam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Pasad 3
(1) Peimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 1 tidak meliputi:

a. Penatausshaan setigp penyertaan moda Negara berikut perubahannya ke daam
PERSERO/Perseroan  Terbatas dan PERUM, serta  kegiatan  penatausahaan
kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN,;

b. Pengusulan setigp penyertaan moda Negara ke dadam PERSERO/Perseroan
Terbatas dan PERUM yang dananya berasd dai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam PERJAN

c. Pendirian PERSERO, PERUM, aau PERJAN dan perubahan bentuk hukum
PERJAN

(2) Ddam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud
ddam Pasd 2, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wgib memperoleh
persatujuan  Menteri  Keuangan terlebih  dahulu, ddam had penggunean ssa
penerimaan PERJAN pada akhir tahung anggaran.

Pasa 4
Kriteria Mahasswa, Indans Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Industri Kecil
dan Industri Menengah sebagaimana tercantum dadam Lampiran Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.



Pasal 5

Sduruh Penerimaan Negara Bukan Pgak sebagamana dimeksud ddam Pasd 1 wagib
disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6
Taif aas jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang berlaku pada Departemen
Perindugtrian  dan Perdagangan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 1 yang bdum
tercakup ddam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagal bagian yang tidak
tepisshkan ddam Perauran Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasad 7
Peraturan Pemerintah ini berlaku sgjak tangga diundangkan.
Aga stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jakarta
padatanggd 14 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jekarta

padatanggd 14 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Bambang Kesowo



